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Abstract 

Freedom of opinion is a right that is inherent in nature where everyone has the authority to express 
thoughts, opinions, ideas in front of the public in the real world and the digital world, including in the 
judicial process. Freedom of opinion is also limited by law and ethical values. Freedom of opinion cannot be 
used if it interferes with judges in the trial process, threatens the security of judges inside and outside the 
trial and insults judges in court, freedom of opinion in the digital era must respect the independence of 
judges (Independence Judiciary). This research uses a normative method by studying the laws and 
regulations and also examining various literatures regarding acts of degrading the honor and dignity of 
judges. The results of the study show that there are so many acts of degrading the honor and dignity of 
judges through the actions of people who easily post their insults or disappointments against the 
performance of judges and all of that they do based on the existence of freedom for people to express 
themselves. Whereas freedom of expression and expression of opinion which is part of human rights in 
Indonesia has limitations and not unlimited freedom. In addition, there is a need for the Judicial 
Commission to provide more protection to judges regarding acts of humiliating the honor and dignity of 
the judge. The judges will feel safe and comfortable in carrying out their duties. 
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Abstrak 

Kebebasan berpendapat merupakan hak yang melekat secara kodrati dimana setiap orang mempunyai 
kewenangan untuk menyampaikan pikiran, pendapat ide didepan publik didunia nyata dan dunia digital 
termasuk dalam proses peradilan, Kebebasan berpendapat pun dibatasi oleh Undang-Undang dan Nilai 
Etik. Kebebasan berpendapat tidak dapat digunakan jika mengganggu hakim dalam proses persidangan, 
mengancam keamanan hakim didalam dan diluar persidangan serta menghina hakim dalam peradilan, 
kebebasan berpendapat di era digital harus menghormati Independensi Hakim (Indenpendency Judiciary). 
Penelitian ini menggunakan metode normative dengan mempelajari peraturan perundangundangan dan 
juga mengkaji berbagai literature terkit perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat 
hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada begitu banyak perbuatan merendahkan kehormatandan 
keluhuran martabat hakim melalui perbuatan masyarakat yang dengan mudah memposting penghinaan 
ataupun kekecewaan mereka terhadap kinerja hakim dan semua itu mereka lakukan dengan  mendasarkan 
pada adanya kebebasan bagi masyarakat untuk berekspresi. Padahal kebebasan berekspresi dan 
menyampaikan pendapat yang menjadi bagian dari hak asasi manusia di Indonesia mempunyai batasan 
dan bukan kebebasan tanpa batas. Selain itu perlunya Komisi Yudisial untuk lebih memberikan 
perlindungan kepada para hakim terkait perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat 
hakim tersebut. Sehingga hakim akan merasa aman dan nyaman dalam melaksanalan tugasnya. 

Kata Kunci: Hakim; Kebebasan Berkespresi; Hak Asasi Manusia 
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1. Pendahuluan 

Dalam konteks negara hukum, peran kekuasaan kehakiman adalah hal yang sangat vital 
dalam usaha menegakan keadilan. Hal tersebut diperkuat didalam Pasal 24 Ayat (1) 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan.  
Seturut itu, dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang 
Kekuasaan Kehakiman termaktub bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 
negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 
dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 

Dua basis aturan tersebut kemudian  menunjukkan,  bahwa  kekuasaan kehakiman 
adalah kekuasaan yang merdeka. Dalam konteks ini, maka kekuasaan kehakiman tidak 
boleh dirongrong independensinya oleh siapa pun dalam upaya menegakan hukum dan 
keadilan. 1  Hakim sebagai salah satu unsur penting didalam institusi peradilan 
kemudian menjadi tumpuan harapan bagi pencari keadilan dan kebenaran. Tumpuan 
harapan itu dijalankan hakim melalui putusannya. Namun, dalam banyak kasus, 
terkadang ada pihak yang kemudian tidak setuju dengan pertimbangan dan putusan 
hakim. Ketidak setujuan tersebut kemudian dituangkan ke dalam berbagai kanal media 
sosial, setumpuk kekecewaan atas putusan hakim kemudian disikapi secara berlebihan 
dengan menghujat institusi peradilan dan menghujat diri pribadi hakim itu sendiri 
dengan dalih kebebasan.  

Cacian dan hinaan kepada institusi peradilan yang dilakukan secara bablas kemudian 
berimbas pada usaha memandang negatif peran-peran hakim dalam memutus setiap 
perkara. Dalam konteks ini, maka kerap terjadi dengan apa yang dinamakan dengan 
Perbuatan Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim (PMKH).  Problematika PMKH 
ini menjadi persoalan serius, karena masih banyak masyarakat yang menganggap wajar 
ketika menghina institusi peradilan dan hakimnya, terutama dalam konteks era digital 
ini, hinaan sering kali dilakukan diberbagai kanal media sosial. Fenomena hujatan 
dalam konteks media sosial ini, kemudian menjadi sangat liar, yang tentu berdampak 
pada usaha mereduksi falsafah kekuasaan kehakiman tentang kemandirian dan 
independensi para hakim di Indonesia.  

Terlebih lagi dengan adanya masa Pandemi  Covid-19 pada tahun 2019 hingga tahun 
2022 kondisi tersebut dari telah menggeser cara manusia dalam berinteraksi, mulai dari 
yang awalnya  bertatap muka hingga semaua teararah  ke ranah digital. Begitu pun bagi 
lembaga peradilan yang dipaksa  beradaptasi dalam era digital.2 Indonesia memang 
negara Demokrasi namum seiring berkembangnya zaman majunya teknologi  tidak 
dibarengi dengan etika komunikasi, hal itu berdampak pada dunia peradilan dan 
profesi hakim yang tidak luput dari sorotan pengguna media sosial, perilaku hakim dan 
suasana sidang yang dianggap janggal sering kali mendapat ujaran kebencian bernada 
profokatif, bahkan hak berpendapat justru menjadi ajang bagi masyarakat untuk 
menggantikan peran hakim. Mereka berlomba menuliskan putusan hanya berdasarkan 
perasaan yang subyektif tanpa pengetahuan dan tanpa persidangan, hanya dengan 
sebatas genggaman jemari tangan, mereka melontarkan aksi protes tanpa dasar yang 

 
1  Rozikin, Opik. "Contempt of Court in Indonesian Regulation." JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset dan 

Konsultan Sosial 1, no. 1 (2019): 1-14. 
2 . Asshiddiqie, Jimly. "Upaya Perancangan Undang-undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat 

Pengadilan (Contempt of Court)." Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2 (2015): 99-222.   
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cenderung menghakimi hakim.3  Hakim menjadi sosok tangguh dalam persidangan, 
namum hakim juga  manusia  yang tak bisa lepas dari rasa takut ketika diintervensi dan 
intimidasi, begitu besar pengaruh media sosial di dalam menggiring opini publik 
maupun cara berpikir hakim, namun hakim tidak boleh hanyut dalam opini publik 
karena jalan sunyi menjadi suatu pilihan demi menjaga integritas dan marwah 
peradilan. 

Membedah fenomena ini, kemudian melahirkan pandangan yang dihadapkan antara 
kebebasan berpendapat dalam Negara demokratis yang kemudian dituangkan dalam 
kanal-kanal media sosial dan bagaimana takaran dalam mengaktualkan kebebasan 
berpendapat tersebut. Apakah atas nama kebebasan dapat melakukan berbagai cara 
untuk melakukan hinaan kepada hakim ataukah kebebasan perlu ditakar ulang dalam 
kerangka hukum agar terdapat keseimbangan dalam memotret persoalan ini.  

 
2.  Metode Penelitian  

Jenis penelitian Normatif atau kepustakaan ini merupakan pemecahan masalah yang 
didasarkan pada literatur serta peraturan perundang–undangan yang berkaitan 
Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan Kebebasan 
berpendapat (Freedom Of Opinion). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer yaitu 
bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan penelitian ini seperti Undang-undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah, 
Undang-Undang Agung, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 
Kehakiman Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 
Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial Peraturan Komisi Yudisial Nomor 8 tahun 2013 
Tentang Advokasi Hakim, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 
Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier Permasalahan 
mengenai Perbuatan Merendahkan Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim dan  
Kebebasan berpendapat (Freedom Of Opinion) dieksplanasikan secara jelas, kemudian 
dianalisis secara kualitatif untuk menggambarkan permasalahan yang dibahas. 

 
3. Problematika Kebebasan Berpendapat di Era Digital dalam PMKH: 

Tawaran Konsep dan  Upaya Pencegahannya 

Hadirnya Undang-Undang  Komisi Yudisial Dan Peraturan Komisi Yudisal  Nomor 8 
Tahun 2013 Tentang Advokasi Hakim adalah sebuah langkah konkrit dalam 
mewujudkan Peradilan bebas dari perilaku yang merongrong wibawa Peradilan. Dalam 
peraturan Komisi Yudisial tertuang 3 (tiga) dimensi Perbuatan Merendahkan 
Kehormatan dan Keluhuran Martabat Hakim yaitu: (1) mengganggu hakim dalam 
proses persidangan; (2) mengancam keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan  
dan;  (3) menghina hakim dan pengadilan adalah perbuatan yang dilarang dalam proses 
persidangan di peradilan, hal ini juga di perkuat dengan lahirnya Peraturan Mahkamah 
Agung Nomor 5 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2020 Tentang Protokol 
Persidangan dan Keamanan Dalam Persidangan.  

 

 
3 Artaji, Artaji. "Eksistensi Pranata Contempt of Court Dalam Peradilan di Indonesia." Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat 2, no. 8 (2018): 674-677. 
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Semua peraturan ini mengatur secara ketat mengenai Perbuatan Merendahkan 
Kehormatan Dan Keluhuran Martabat Hakim (PMKH). Untuk mewujudkan peradilan 
yang bebas dari PMKH, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 jo Nomor 6 tahun 2020 
telah memberikan tata aturan yang bersifat teknis sebagaimana  di atur dalam pasal 2 
dan 3 dalam Peraturan Mahkamah Agung ini “bahwa semua sidang dalam peradilan di 
buka dan terbuka untuk Umum”, tentu dalam penerapan pasal ini semua pihak yang 
berkepentingan bisa secara langsung mengikuti, mengamati, berkomentar bahkan 
“Freedom Exspression” terhadap persidangan, karena itu dalam penerapan PMKH sangat 
berpengaruh pada pelaksanaan prinsip kebebasan berpendapat.  

Secara umum 4 istilah kebebasan biasanya dikaitkan dengan tiadanya penghalang, 
pembatas, ikatan, paksaan, hambatan, kewajiban dari hal tertentu atau untuk 
melakukan sesuatu. Hak dalam kebebasan berpendapat adalah bagian dari hak asasi 
setiap manusia. Manusia dilahirkan dengan dikaruniai sesuatu yang tidak seharusnya 
diusik oleh pihak manapun.5  Tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 
Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa “Hak Asasi Manusia adalah 
seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk 
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi 
kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.6 

Indonesia merupakan negara hukum dimana setiap tindakan warga negaranya diatur 
secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan, begitu pula dengan pengaturan 
mengenai etika penyampaian kritik melalui media sosial. Instrumen hukum yang 
mengatur dalam bidang teknologi informasi, terutama berkaitan dengan etika dalam 
penyampaian kritik yaitu diatur dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan 
Transaksi  Elektronik Undang-Undang  Nomor  19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas 
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.  

Dunia digital telah memberikan ruang kebebasan kepada masyarakat dalam 
berpendapat bahkan mengkritik serta menghujat setiap orang yang dianggap 
menyalahi hukum dan etika, bahkan peradilan tak luputan dari kebebasan ini, namun 
disisi lain juga menjadi ancaman bagi setiap orang yang menyampaikan pendapat 
dalam dunia digital mengganggu hakim, mengancam hakim dan menghina hakim 
dalam proses persidangan, sebagaimana di atur dalam  Pasal 27 Undang-Undang 
Informasi dan Transaksi  Elektronik Ayat (3) ”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa 
hak mendistribusikan dan atau menstransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya 
informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan 
dan atau pencemaran nama baik”. 

Dalam negara demokrasi dan negara hukum demokratik (democratische rechtsstaat), 
kekuasaan kehakiman yang merdeka, hakim yang bebas dan kebebasan berpendapat 
yang merdeka sama-sama merupakan satu kemestian. Tetapi apabila masing-masing 
hanya menegakkan kemerdekaan atau kebebasannya sendiri, maka akan meniadakan, 
merusak tujuan kemerdekaan dan kebebasan itu sendiri. 

 
4 . Sartini. 2008. Etika Kebebasan Beragama, Jurnal Filsafat. Vol 18 No 3 
5 Afriana, Anita, Artaji Artaji, Elis Rusmiati, Efa Laela Fakhriah, and Sherly Putri. "Contempt Of Court: 

Penegakan Hukum Dan Model Pengaturan Di Indonesia." Jurnal Hukum dan Peradilan 7, no. 3 (2018): 441-
458. 

6 . Rahmawati, Nur, Muslichatun Muslichatun, and M. Marizal. "Kebebasan Berpendapat Terhadap 
Pemerintah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif UU ITE." Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan 
Penelitian Hukum 3, no. 1 (2021): 62-75. 
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Perbuatan Merendahkan Kehormatan Dan Keluhuran Hakim meliputi 3 (tiga) dimensi 
PMKH yaitu: (1) mengganggu hakim dalam proses persidangan; (2) mengancam 
keamanan hakim di dalam dan di luar persidangan dan (3) menghina hakim dan 
pengadilan adalah Perbuatan yang dilarang karena dianggap merongrong wibawa dan 
marwah peradilan  namun, ada berbagai kebebasan berpendapat atau penggunaan hak 
berekspresi atau menyatakan pendapat yang tidak tergolong perbuatan merendahkan 
keluhuran dan martabat hakim : 

a. Publikasi/artikel ilmiah, seminar atau webinar yang di hasilkan dari forum 
ilmiah 

b. Kritik yang disampaikan secara jujur (fair) terhadap tindakan pengadilan 
misalnya eksaminasi putusan hakim 

Pada satu sisi kemerdekaan (kebebasan) berpendapat dalam masyarakat yang 
demokratis, merupakan suatu keharusan. Namun di sisi lain ternyata PMKH juga dapat 
menyandra kemerdekaan berpendapat. Oleh karena itu, 7 Nur Rahmawati dkk  
berpendapat di dunia nyata dan di media sosial dengan tujuan untuk menyampaikan 
ide kepada publik harus menjunjung nilai-nilai etika, moral, komunikasi dan 
indenpendesi Peradilan. 

Dalam usaha membedah problematika terhadap hinaan ataukah hujatan pada  institusi  
peradilan atau hakim yang berujung pada PMKH,  dapat kita dudukan pada dua aspek. 
Aspek pertama berkaitan dengan hak menyatakan pendapat. Secara konstitusional, 
setiap warga negara memiliki hak untuk mengekspresikan segala bentuk pemikiran dan 
pendapatnya dalam berbagai tempat dan keadaan. Kebebasan berpendapat yang 
dimiliki setiap warga negara  merupakan hal yang urgen dalam konteks negara 
demokrasi.  

Setiap manusia, tentu melekat hak-haknya pada aspek kebebasan. Dalam pemikiran 
Hak disini dapat dimaknai sebagai kemampuan setiap orang untuk berbuat dan 
melakukan sesuatu. Setiap warga negara tentu memiliki hak untuk bependapat. Namun 
hak yang kemudian diekspresikan juga tidak boleh mereduksi hak orang lain.  

Mengutip pendapat8 Jack Donnelly, bahwa dalam teori hak akan selalu dihadapkan 
pada dua hal yaitu : rectitude dan entitlement. Rectitude lebih menekankan pada aspek 
normatif, bicara benar dan salah,  sedangkan entitlement lebih menekankan pada 
kepemilikan seseorang terhadap sesuatu. Jika pandangan Jack Donelly, dikontekskan 
dengan kondisi dewasa ini, terutama pada aspek penggunaan hak dan kebebasan 
berpendapat warga negara, terlihat relevansinya. Bahwa praktek penggunaan hak 
kebebasan selama ini, lebih mementingkan Entitlement ketimbang Rectitude.  

Orang terlalu mudah menggunakan haknya untuk menghina dan menghujat, namun 
mereka lupa bahwa ada aturan main dalam konteks bernegara terkait penggunaan hak 
tersebut. Dalam ranah pengadilan yang menjadi fokus dari kajian ini adalah, betapa 
banyak pengguna media sosial yang menggunakan hak kebebasannya untuk menghujat 
hakim dan pengadilan. Namun mereka lupa dalam usaha menyampaikan juga tidak 
boleh bablas karena ada aturan yang menjaganya.  

 
7 . Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." al-

Jinâyah: Jurnal Hukum Pidana Islam 3, no. 2 (2017): 403-425. 
8 Awaluddin Hamid. 20212. HAM Politik, Hukum, dan Kemunafikan Internasional, Jakarta. PT Kompas 

Media Nusantara. Hal. 64 
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Problematika dalam penggunaan hak dan kebebasan dapat juga dikembangkan dengan 
pemikiran menarik dari 9W.N. Hohfeld menurutnya, bahwa unsur utama dari hak 
adalah klaim, kebebasan, kewenangan (kekuasaan) dan kekebalan. Hohfeld 
berpandangan bahwa klaim adalah tuntutan seseorang mengenai sesuatu terhadap 
orang atau lain atau institusi. Klaim mengandung makna bahwa ada seseorang yang 
menuntut seseorang orang lain atau lembaga untuk menjalankan kewajiban mengenai 
hal yang dituntut tersebut. Bila klaim mengandung implikasi adanya seseorang yang 
harus berkewajiban untuk melakukan sesuatu, maka kebebasan dalam konteks hak, 
sama sekali tidak mewajibkan orang lain atau  lembaga , untuk berbuat sesuatu. Disini 
hak bersifat duty-free. Contoh konkret : selama tidak ada orang yang diambil haknya 
atau tidak merasa terganggu maka anda boleh berteriak. Namun, begitu ada orang atau 
lembaga yang merasa terganggu, maka kebebasan yang anda miliki itu, tidak lagi jadi 
mutlak.  

Pandangan dari W.N. Hohfeld menarik dan memiliki relevansi dengan kondisi 
sekarang, terutama ketika membincangkan penghinaan kepada hakim dan institusi 
pengadilan.  Bahwa orang punya hak untuk mengekspresikan pendapatnya tentang 
sikap dan putusan hakim di pengadilan. Namun, ekspresi tersebut haus dikelola dengan 
bijak dan bertanggung jawab karena ada pihak yang terganggu dalam ekspresi hak 
tersebut. Ketika ada penggunaan hak, dan dari penggunaan hak tersebut ada yang tidak 
sesuai dengan semangat demokrasi dan keberatan baik individu ataukah institusi maka 
hak yang dimiliki tidak lagi menjadi mutlak.  

Aspek kedua lebih menitik beratkan kebebasan, pada satu sisi kebebasan merupakan 
hal yang sangat fundamental, terutama dalam negara demokrasi.  Namun pada sisi yang 
lain, kebebasan juga tidak boleh diarahkan pada kebebasan yang tanpa ukuran.10 Dalam 
konteks hak asasi manusia penggunaan kebebasan dapat dibatasi oleh Negara dengan 
beberapa syarat.  

a. Berdsasarkan hukum (by law)  

b. Alasan yang sah (legitimate  aim )  

c. Diperlukan dalam masyarakat yang demokratis (Necessary in a democratic 
society).  

Tiga syarat tersebut, menjadi relevan untuk memotret persoalan selama ini, dimana 
media sosial sering digunakan secara bebas dan kurang bijak. Media sosial kerap 
menjadi arena menghujat yang tanpa dasar dan sangat liar. Maka dalam konteks ini, 
mesti ada upaya pembatasan yang efektif agar persoalan dalam menghina intitusi 
pengadilan dan hakim dapat diminimalisir.  

Berbicara tentang Konsep pembatasan (limitation) dalam diskursus Hak Asasi Manusia, 
berarti berbicara tentang kewenangan Negara untuk membatasi pemenuhan, 
perlindungan, dan penghormatan HAM dengan kondisi dan syarat tertentu. Tentang 
pembatasan tersebut, menurut 11Manferd Nowak adalah pembatasan hak asasi secara 
legal (legally Restrict human rights). Dengan mendasarkan pada konsep pembatasan dan 
pandangan dari Manferd Nowak, maka dapat dikatakan bahwa kebebasan yang 
dimiliki oleh tiap warga negara dalam mengekspresikan segala sikap dan 

 
9 . Ibid, Hamid Awaluddin. Hal. 65.  
10. Eko Riyadi, 2018. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional. Depok, PT 

Raja Grafindo Persada. Hal. 60 
11 . Ibid.  



 

PAPUA Law Journal 

Vol. 8 No. 1, 2023 
 

 149 

pandangannya dapat dibatasi pemenuhannya melalui basis aturan yang dapat 
dipertanggung jawabkan oleh negara.  

Adalah benar bahwa hak dan kebebasan bereksperesi merupakan hak konstitusional, 
namun dalam usaha penerapannya dapat dibatasi oleh Negara dalam usaha menjaga 
keseimbangan dalam bangunan demokrasi. Lebih lanjut jika kita kaitkan dengan 
persoalan penghinaan ataukah hujatan kepada hakim dan istitusi pengadilan yang 
dilakukan secara bablas dan sangat liar, maka kebebasan tersebut mesti dibatasi.  

Untuk memperkuat basis pemikiran ini, menarik untuk mengetengahkan pandangan 
Wahiduddin Adams yang juga hakim Konstitusi Republik Indonesia yang Menurutnya, 
“bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi berlaku untuk semua jenis ide, 
termasuk yang mungkin sangat offensive atau menyinggung, namun disertai dengan 
tanggung jawab dan dapat dibatasi secara sah oleh Pemerintah. Dalam hal ini, 
sambungnya, Pemerintah memiliki kewajiban untuk melarang perkataan yang 
mendorong kebencian dan hasutan. Pembatasan tersebut juga dapat dibenarkan apabila 
pembatasan tersebut dilakukan untuk melindungi kepentingan publik tertentu atau hak 
dan reputasi orang lain”. 

Dalam Pasal 28 J Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 juga ditegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang 
wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang undang dengan 
maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak 
kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan 
pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu 
masyarakat demokratis.  

Merujuk pada Pandangan Manferd Nowak tentang Konsep Pembatasan dalam 
diskursus Hak Asasi Manusia, juga pemikiran dari Wahiduddin Adams dan basis 
Konstitusional di dalam Pasal 28 J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 
1945 maka dapat dikatakan bahwa meskipun hak kebebasan berpendapat adalah hak 
yang sangat fundamental, namun dengan alasan penghormatan kebebasan orang lain 
dengan pertimbangan nilai agama, keamanan, ketertiban, dalam masyarakat 
demokratis, pembatasan tersebut dapat dilakukan.  

Takaran–takaran yang telah dijabarkan secara konsep dan doktrin pakar  dalam 
membahas problematika kebebasan berpendapat di era digital kaitan dengan Perbuatan 
Merendahkan Kehormatan Martabat Hakim melalui hinaan pada kanal-kanal media 
sosial  dimana hinaan atau hujatan dapat merongrong kewibawaan hakim dan institusi 
peradilan, juga dapat merusak citra hakim itu sendiri,  maka menjadi relevan untuk 
ditakar ulang. Karena secara falsafah kekuasaan kehakiman bahwa kekuasaan 
kehakiman adalah kekuasaan merdeka dan independen sehingga kritik secara bablas 
dan tidak bertanggung jawab mesti harus dibahas dan ditinjau ulang.   

Saat suatu permasalahan sudah masuk dalam suatu proses hukum maka permasalahan 
tersebut menjadi wajib untuk diselesaikan. Dan karena Indonesia merupakan Negara 
hukum, maka hukum menjadi suatu acuan dalam penyelesaian permasalahan tersebut. 
Dan salah satu sarana dalam penyelesaian persoalan hukum tersebut adalah melalui 
penyelesaian di peradilan. Ketika proses-proses hukum pidana terjadi melalui lembaga 
pengadilan maka pada saat itu telah terjadi suatu proses peradilan pidana yang 
bertujuan mewujudkan keadilan bagi semua pihak. Keadilan menjadi tujuan terkait 
upaya melaksanakan suatu peradilan dan di sisilain, terdapat pula tujuan yang ingin 
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dicapai dari proses hukum tersebut yaitu: mewujudkan suatu masyarakat yang adil, 
makmur dan merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila(Safitri, 2016) 

Setelah melalui proses hukum tersebut dalam konteks penyelesaian melalui peradilan, 
terkadang masih menimbulkan kembali permasalahan di dalam masyarakat terutama 
jika para pihak merasa putusan yang disampaikan oleh hakim maupun proses 
penyelesaian yang dianggap tidak memihak pada para pihak.  

Akhirnya, dari ketidakpuasan yang dirasakan oleh para pihak tersebut maka terkadang 
mereka meluapkannya dengan mengupload berbagai keluhan mereka atau bahkan 
berbagai hinaan yang mereka sampaikan kepada pengadilan khususnya kepada hakim 
yang mereka anggap sebagai penyebab ketidakpuasan mereka tersebut melalui 
berbagai media khususnya media sosial. Perkembangan teknologi telah menggeser cara 
manusia berinterkasi sosial mulai dari bertatap muka langsung kemudian berubah 
menjadi berinteraksi lewat suara atau melalui telepon dan kemudian akhirnya mencapai 
kepada ranah digital dengna menggukan tulisan, gambar dan video. 

Dasar Hukum nagara Indonesia adalah sila ke 2 “ kemanusiaan yang adil dan beradab” 
makna beradab cenderung terlupakan dalam mengekspriskan pendapat di dunia di 
gital yang kemudian menempatkan  media Indonesia berada di peringkat terbawah 
dalam tingkat kesopanan  di dunia digital. Kemanusiaan yang adil dan beradab belum 
teraplikasikan dengan  baik dalam penggunaan media social dalam dunia digital. Dan 
akhirnya smartphone tidak di barengi dengan kecerdasan moral, etika, akhlak dan adab  
dari pengguna medial sosila/netizen . Sebagai negara yang mengakui dan menghormati 
kemerdekaan bagi setiap warga negaranya ungtuk berpendapat sebagai wujud dasar 
dari tegaknya demokrasi, Namun kebebasan tersebut juga terbatas  dan tidak 
bertentangan dengan norma maupun aturan yang ada, Independen dan Imparsiaitas 
Hakim tetap harus di hormati sebagai konsekwensi negara berdasarkan hukum dan 
keadilan. 

Hal ini sejalan dengan buah pikiran Jimly Asshiddiqie bahwa “Puncak dari sistem 
Negara Hukum itu sendiri terletak pada doktrin mengenai “Independence of Judiciary” 
yang dipandang sebagai pilar utama. 12  Negara Hukum dan Demokrasi.Karena itu, 
dalam perwujudan prinsip Negara Hukum, kewibawaan dan kehormatan lembaga-
lembaga peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 
menjadi sangat penting. Tidak akan ada demokrasi tanpa hukum yang tegak dan 
berkeadilan. Tidak akan ada keadilan tanpa lembaga peradilan yang terpercaya dan 
dihormati. Karena itu, di tengah gelombang kebebasan di segala bidang kehidupan, 
penghormatan atas martabat dan kewibawaan peradilan perlu mendapatkan perhatian 
yang seksama. Sebagai akibat demokrasi dan demokratisasi, dimana-mana orang 
merasakan kebebasan berpendapat dan berekspresi, dan terkadang dengan cara yang 
sangat vulgar. 

Ketika sistem norma belum terbentuk dan efektif berfungsi, kebebasan yang dibuka 
secara tiba-tiba melalui reformasi nasional, tidak selalu berdampak positif. Ada saja 
orang yang menyalahgunakan kebebasan itu untuk kepentingannya sendiri dan tanpa 
memperdulikan kepentingan orang lain. 

 

 
12 . Asshiddiqie, Jimly. "Upaya Perancangan Undang-undang Tentang Larangan Merendahkan Martabat 

Pengadilan (Contempt of Court)." Jurnal Hukum dan Peradilan 4, no. 2 (2015): 99-222. 
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Dalam usaha memutus mata rantai terhadap rongrongan kekuasaan kehakiman dan 
idependensi para hakim di era digital yang sedemikian binal. Maka, diperlukan dua 
aspek   dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman di era digital. Yaitu aspek Internal 
dan Eksternal. Dari aspek Internal adalah bagaimana  memperkuat Pengawasan internal  
kehakiman dengan memastikan  semua organ-organ  dalam peradilan dapat 
menjalankan tugas dan kewenangannya  tanpa ada intervensi dari pihak manapun 
sebagai wujud dari sikap integritas hakim. Kemudian aspek yang kedua adalah aspek 
eksternal dengan  melakukan sosialisai, edukasi sebagai bagian dari Judicional education 
di dalam  membangun kepercayaan masyarkat terhadap hakim dan peradilan.Upaya 
yang harus dilakukan didalam mitigasi PMKH dalam dunia digital, hakim sebagai 
central figure dalam persidangan harus memiliki :  

a. Integritas dan indenpendensi dalam  mewujudkan  peradilan yang bebas dari 
PMKH. 

b. Membangun  komunikasi  dengan  pada para pihak sehingga putusan hakim 
akan dirasa telah mencerminkan rasa keadilan sehingga tidak memunculkan   
kekecewaan rakyat pencari keadilan. 

c. Menegakkan   keadilan dan 

d. Membangun  Kepercayaan masyarakat   

Oleh karena itu,  dalam memberikan perlindungan terhadap pengadilan dan khususnya 
kepada hakim agar tidak terkena perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran 
martabat hakim diperlukan suatu payung hukum yang tegas dan dapat diberlakukan 
secara nasional bukan hanya dalam lingkup suatu instansi. Pengaturan  mengenai 
PMKH hendaknya dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan yang memuat 
tidak hanya jenis-jenis PMKH tersebut namun juga disertai dengan sanksi jika PMKH 
terjadi dan dilakukan oleh masyarakat, tentu dengan kriteria yang tegas dan terperinci 
mengenai kategori PMKH tersebut. 

 

4.  Penutup  

Kebebasan berekspresi termasuk diantaranya kebebasan menyampaikan pendapat 
yang mengatasnamakan hak asasi manusia di masa sekarang khususnya di era digital 
menyebabkan terjadinya problematika tersendiri terkait dengan dunia peradilan. 
Keluhuran, kehormatan dari dunia peradilan khususnya para hakim akan dapat 
ternodai dengan perilaku masyarakat yang kurang memahami mengenai PMKH atau 
perbuatan merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.  Sehingga, saat 
masyarakat merasa tidak puas dengan kinerja ataupun putusan dari suatu badan 
peradilan maka dengan mudahnya mereka memposting ketidakpuasan mereka tersebut 
di media sosial. Sehingga Komisi Yudisial dalam hal ini hendaknya mampu bersikap 
tegas dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi para hakim dengan 
keberadaan peraturan perundang-undangan yang dapat memperlihatkan kepada 
masyarakat mengenai kriteria PMKH dan diupayakan ada  sanksi jika PMKH tersebut 
dilakukan. 
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